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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Nama merupakankata yang menyebut atau memanggil orang; gelar, 

sebutan; kemasyhuran,kebaikan (keunggulan), kehormatan. Nama juga dapat 

dikatakan sebagaiidentitas diri yang dimiliki setiap manusia. Nama berguna 

untuk pembedaantarmanusiadidalamkehidupanbermasyarakatbaiksecarahak-

hak,kewajibanmaupun kebutuhan lainnya. Biasanya seseorang mendapatkan 

nama tersebut ketika ia dilahirkan dan diberikan dari orang tua. Namun, 

beberapaorang pada akhirnya memiliki alasan-alasan untuk mengubah nama 

dirinya. Perubahan nama diri seseorang ini biasanya dilakukan karena 

kehendak pemilik nama tersebut atau kehendak dari walinya (orang tua, 

keluarga, atauorangyangdiwalikan). 

Mengenai Dasar hukum yang diberlakukan  perubahan nama diri ini 

berawal dari adanyaBagian II Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan 

Nama Depan Pasal 6 -Pasal12Kitab Undang-UndangHukumPerdatapada 

tahun 2006 Negara membuat kebijakan mengenai produk hukum melalui 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

melalui Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan 

PerubahanStatusKewarganegaraanpadaParagraf1Pasal52Ayat(1),Ayat(2)da

n Ayat(3)Undang-UndangNomor23Tahun2006.  

Pertimbangan pada umumnya 

digunakanuntukmengukurbaikdanburukdariakibatyangdidapatketikamemutus

kan sesuatu hal yang terdapat pada manusia. Pertimbangan hakimyaitu salah 



2 
 

2 
 

satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai darisuatu putusan 

hakim yang mengandung keadilan .1  Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik  Indonesia tahun 1945 berbunyi 

“Negara Indonesia adalah negara hukum“. 2 Bahwasanya negara indonesia 

adalah negara hukum. F.R Bothlingk berpendapat tentang Negara Hukum 

yang menyebutkan bahwa “De staat waarin de wilsvrijheid van 

gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (di suatu Negara yang 

kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum). Cara yang 

dilakukan agar terwujudnya pembatasan kekuasaan adalah dengan cara 

“Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderjizds in 

een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi hakim 

dan pemerintah memiliki ketertarikan terhadap undang-undang serta disisi 

lainnya terdapat pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-

undang). 3 Namun, Ahli hukum A.Hamid S Attamimi berpendapat yang 

dengan mengutip Burkens, mengemukakan bahwa negara hukum atau 

rechstaat secara sederhana dapat disimpulkan sebagai negara yang 

menempatkan hukum sebagai landasan kekuasaan negara. Serta, 

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam bentuk apapun halnya dilakukan 

dibawah landasan kekuasaan hukum.4 

 
1 MuktiArto,PraktikPerkaraPerdatapadaPengadilanAgama,Yogyakarta,PustakaPelajar,hl

m.140. 
2Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
3 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21. 
4 A.Hamid S. Attamimi, 1992, “Teori Perundang-Undangan Indonesia”, Makalah Pada  

Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8 
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Didalam kajian ilmu hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu kelompok  publik (hukum pidana) dan privat (hukum 

perdata). Menurut salah satu ahli hukum, Soedarto sebagaimana dikutip 

Tongat. Hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yakni : pertama, 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang kedua pokok 

pidana. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, 

dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya 

pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat dipidana atau dapat disingkat 

perbuatan jahat. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan 

yang dikenakan kepada seseorang yang memenuhi syarat tertentu tadi. 5 

serupa dengan soedarto, Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah sebagian 

daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 

dasar-dasar serta aturan-aturan untuk menentukan perbuatanperbuatan mana 

yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai dengan ancaman atau 

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar 

larangan, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana 

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 

telah melanggar larangan itu6 

Seorang ahli hukum bernama Abdul Kadir Muhammad, menyatakan 

bahwa hukum perdata merupakan segala peraturan hukum yang mengatur 
 

5 Tongat, 2009,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, 
Malang, UMM Press, hlm 12 

6 Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3-4. 
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hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya7. Menurut 

Bachsan Mustafa dkk, yang di kutip dari Paul Scholten yakni, hukum perdata 

merupakan hukum acara perorangan, hukum yang mengatur wewenang dan 

kewajiban dari perseorangan yang satu dengan yang lainnya di dalam ruang 

lingkup kehidupan kemasyarakatan.8 

Didalam Hukum Perdata hal terpenting yakni mengatur  mengenai hak 

perseorangan seluruh Warga Negara Indonesia dan lebih  terkhusus mengenai 

Identitas Diri Warga Negara Indonesia. Selain identitas hal pribadi warga 

negara seperti, mengenai hak-hak Warga Negara di Indonesia telah diatur di 

dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengenai Hak Asasi Manusia yang merupakan sumber hukum tertinggi 

di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:9 

 “Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, serta 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia”. 

Di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengenali seseorang kita 

biasanya dihadapkan dengan panggilan atau yang kerap disebut dengan nama. 

 
7  Abdul Kadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, hlm 1 
8  Bachsan Mustafa Dkk, 1982,  Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang, 

Bandung, hlm.25  
9 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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Nama merupakan kata untuk menyebutkan atau memanggil orang (tempat, 

barang, dan lain sebagainya). 10 

Nama merupakan salah satu hal yang biasanya ditanyakan kepada 

seseorang yang baru di kenal, setiap orang sudah pasti memiliki nama, karena 

dengan tidak memiliki nama seseorang akan sulit untuk berinteraksi baik 

dengan sesama makhluk hidup maupun lingkungan disekitarnya. Nama juga 

merupakan salah satu hal yang masuk kedalam urusan hukum, karena nama 

adalah hal terpenting dalam membedakan subjek-subjek maupun objek-objek 

hukum. Tidak sedikit nama menjadi permasalahan yang timbul di masyarakat. 

Yang biasanya kesalahan dalam penulisan nama, kurangnya penulisan nama, 

serta melekatnya nama panggilan yang menyebabkan kesalahan memasukan 

nama dalam dokumen pribadi, seperti Akta kelahiran , Surat Tanah, Kartu 

keluarga, Ijazah, Passport, Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya. Selain 

itu, urusan-urusan pribadi seperti di beberapa kepercayaan bahwa orang tua 

menganggap nama yang diberikan kepada anaknya membawa suatu musibah 

atau seringkali menggunakan nama tersebut menyebabkan sakit, pekerjaan 

yang tidak lancar, sering menghadapi hal-hal sulit yang berujung dijadikan 

alasan-alasan ini dipakai beberapa orang untuk melakukan perubahan nama 

diri.  

Dinegara indonesia sendiri, tentu menjamin hak-hak warga negaranya 

dalam bentuk apapun termasuk perubahan nama diri yang dilakukan oleh 

 
10 Nama (Def.1)(N.A). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 

Melalui Https://Kbbi.Web.Id/Nama.   Pada 19 Maret 2022, Pukul 10:44 WIB 
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warga negara yang ingin mengajukan perubahan nama diri selama tidak 

bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk terkait hal 

perubahan nama diri , sebelum melakukan pencatatan perubahan nama diri ke 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana warga negara yang ingin 

mengubah namanya berdomisili. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: 11 

(1.) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan 
pengadilan negeri tempat domisili Pemohon.  

(2.) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang 
menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh 
Penduduk.  

(3.) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), 
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta 
Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.  

Negara Indonesia memberikan syarat melalui Pasal 53 Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa, 

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: 

1. Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri; 

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;  

3. Kartu Keluarga;  

4. KTP-e1; dan  

5. Dokumen Perjalanan untuk pemohon Orang Asing.”  

Mengenai salah satu unsur terpentingnya adalah salinan penetapan 

pengadilan negeri. Artinya, sesuai dengan syarat yang berdasarkan Pasal 53 

 
11 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
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Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. sebelum berurusan dengan 

perubahan nama diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maupun ke 

kantor tentu harus melakukan pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan 

Negeri setempat untuk mendapat salinan penetapan dari Pengadilan Negeri 

setempat.  

Didalam Pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat 

yang dilakukan oleh warga negara yang ingin melakukan perubahan nama 

diri di dalam prosesnya tidaklah mudah mendapat persetujuan penetapan 

perubahan nama oleh Pengadilan Negeri. Sehingga Hakim dengan melalui 

putusannya di beberapa pengajuan perubahan nama diri selain menerima 

pengajuan tersebut juga hakim menolak yang menyebabkan batalnya warga 

negara yang ingin melakukan perubahan nama diri. Berbagai alasan baik 

secara yuridis (hukum), sosiologis maupun filosofis yang telah ditetapkan 

dengan sangat baik oleh hakim pengadilan negeri. Hal tersebut terkadang 

menyebabkan tidak dapat menemukan titik temu mengapa ditolaknya 

pengajuan nama diri ini, dilihat dalam kedua penetapan yakni,penetapan 

pengadilan Negeri lahat Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lht. Dan penetapan 

pengadilan Negeri lahat Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lht. Terdapat kedua 

pertimbangan hakim yang berbeda sehingga menyebabkan permohonan 

pemohon ditetapkan ditolak dan penetapan lainnya diterima dan hal tersebut 

memiliki akibat hukum.  Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24 
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Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai 

ketentuan serta batasan-batasan yang meliputi apa saja di dalam hak-hak 

warga negaranya sepanjang dimungkinkan untuk dilakukan dan hanya 

mewajibkan melaporkan perubahan nama tersebut yang menjadikan alasan 

warga negara mengajukan permohonan perubahan nama diri ke Pengadilan 

Negeri.  

Pada permohonan  perubahan nama diri yang diajukan oleh Darmansyah. 

Darmansyah memiliki sebidang tanah namun nama yang terkutip dalam surat 

tanah tersebut bukan lah nama darmansyah melainkan Uci Matnur, Uci 

Matnur sendiri merupakan nama panggilan Darmansyah. Atas hal tersebut 

Darmansyah mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Lahat, tempat 

darmansyah berdomisili. Dengan permohonan  agar pengadilan  memberikan 

pernyataan bahwa Darmansyah dan Uci Matnur merupakan orang yang sama. 

Namun permohonan pemohon  ditolak oleh pengadilan negeri lahat dengan 

alasan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan 

Penetapan (Volunteer) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah 

tersebut dengan diterbitkannya Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 

30/Pdt.P/2021/PN Lht. 

Didalam permohonan perubahan nama diri yang kedua seorang ibu 

dengan tiga anak dengan nama VICXY DILAROSSE MARPRETTYA 

bermaksud mengganti namanya dengan VICXY DILAROSSE dikarenakan 
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nama yang terkutip di Akta kelahiran anak-anaknya adalah VICXY 

DILAROSSE.dan ia ingin menyamakan nama dengan akta kelahiran anak-

anaknya. Maka dari itu ia mengajukan permohonan ke pengadilan negeri 

lahat dengan permohonan mengganti nama VICXY DILAROSSE 

MARPRETTYA menjadi VICXY DILAROSSE. Hakim menerima 

permohonan tersebut dengan alasan demi terselenggaranya ketertiban 

administrasi. Melalui penetapan penetapan pengadilan Negeri lahat Nomor 

57/Pdt.P/2021/PN Lht  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara 

ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM 

HAKIM ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (Analisis 

Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Lht dan 

Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN.Lht )”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, adapun permasalahan 

yang terkait mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan 

perubahan nama diri , yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan terhadap Perubahan Nama Diri yang diatur di 

dalam Hukum Positif di Indonesia?  

2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap hakim yang menolak 

perubahan Nama Diri dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lahat 

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lht dan yang menerima permohonan 

perubahan nama diri sebagaimana Penetapan  Pengadilan Negeri 

Lahat nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lht ?    

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari 

penulisan skripsi ini, yaitu :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap Perubahan 

Nama Diri yang diatur di dalam Hukum Positif di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap 

hakim yang menolak perubahan Nama Diri dalam Penetapan 

Pengadilan Negeri Lahat Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lht dan yang 

menerima permohonan perubahan nama diri Sebagaimana Penetapan  

Pengadilan Negeri Lahat nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lht. 
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D. MANFAAT PENLITIAN 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dibidang hak perorangan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas 

wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Lebih 

lanjut dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memenuhi 

persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.  

b. Ditujukan kepada masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan membantu pemahaman mengenai 

Perubahan Nama Diri baik secara Pengajuan maupun Edukasi 

menurut Undang-Undang yang berlaku.  

c. Ditujukan kepada pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan informasi, referensi, serta pengembangan dan 

wawasan mengenai dinamika kehidupan di masyarakat yang dapat 

dijadikan pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturan-

peraturan hukum, serta menjadi acuan bagi Kementerian Hukum 

Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan kebijakan yakni salah 

satunya menjamin Hak Asasi Manusia terkhusus Hak Perseorangan. 
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E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Demi untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas  terkait 

Perubahan Nama Diri, pembahasan dalam skripsi ini mencakup Hukum 

Perdata Hak perorangan. Yang ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan 

F. KERANGKA TEORI 

1. Teori Kepastian Hukum 

Peranan hukum sebagai suatu norma atau kaidah dari suatu negara 

yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat untuk berperilaku hukum, 

tentunya tujuan dari hal tersebut agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan 

dan juga kepastian. Kepastian menurut dari Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang artinya perihal atau keadaan pasti; ketentuan;ketetapan. 12 

Apabila mengulas mengenai kepastian hukum hal tersebut sangat 

mengikat kaitannya dengan validitas atau dasar dari norma dalam 

peraturan itu sendiri karena bersifat memiliki kekuatan hukum, dapat 

disimpulkan  validitas merupakan kekuatan hukum.  Menurut kemukaan 

ahli hukum yang bernama Bruggink membagi validitas atau keberlakuan 

norma menjadi tiga kategori yakni :  Pertama, validitas factual, validita 

normatif  dan validitas evaluative. 

 
12 Kepastian (Def.4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 

Melalui Https://Kbbi.Web.Id/Pasti, Pada 29 Juli 2022. Pukul 15:52 WIB.  
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Bila dipahami lebih lanjut validasi dapat diartikan, validitas ialah 

spesifikasi daripada eksistensi norma. Suatu norma adalah valid, karena 

norma merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan bahwa norma 

tersebut ada dan memiliki kekuatan  mengikat (binding force)terhadap 

orang yang diatur perilakunya.  Maka aturan adalah hukum dan hukum 

yang bila valid dapat disebut norma, jadi hukum adalah norma dan 

apabila norma dilanggar akan mendapatkan sanksi, karena itu disebut 

memiliki kekuatan hukum.13 

Menurut  ahli hukum bernama Radbruch, menyatakan bahwa yang 

cukup mendasar di dalam kepastian hukum, terdapat empat hal yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum. Yang pertama, bahwa 

hukum itu positif. Yang  kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta 

atau hukum yang ditetapkan tersebut pasti berdasarkan dengan adanya 

keterangan. Yang ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan 

dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam 

pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, hukum 

positif tidak boleh mudah berubah. 14 

Nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum 

terhadap setiap warga Negara merupakan nilai-nilai yang terkandung 

dalam kepastian hukum. Nilai yang terkandung dan kepastian hukum  

 
13 Jimli Asshiddqie Dan Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, 

Konstitusi Press. hlm.35 

14 Sulardi, Yohanna Puspitasari Waluyo, 2015, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan 
Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)”, 
Jurnal Yudisial, Vol.8 (3), hlm. 259. 
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memberikan perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang dari 

kekuasaan. Sehingga hukum memberikan perlindungan sebagai jaminan 

kepada setiap warga negara sebagai wujud dari pertanggungjawaban 

negara. Hal tersebut memiliki hubungan yang erat terhadap instrument 

hukum yang positif dan peran negara dalam memanifestasikannya dalam 

hukum positif. 15 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan atau Considerans merupakan dasar dari pada sebuah  

putusan. Yang termuat dalam bagian pertimbangan  atau Considerans  ini 

adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungan jawabnya pada 

masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh 

karenanya memiliki nilai objektif. Pertimbangan dalam putusan dibagi 

menjadi  2, yakni :  

a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yaitu harus memuat : 

ringkasan gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di 

muka persidangan, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi 

pokok sengketa, dan caranya pemeriksaan dilangsungkan.  

b. Pertimbangan tentang hukumnya, yaitu harus memuat : hal-hal yang 

diakui atau tidak disangkal, pokok persoalan, analisis secara yuridis 

mengenai segala faktor atau hal-hal yang terbukti dalam 

persidangan, pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam 

 
15 Nyoman Gede Remaja, 2014, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum, 

Vol.2(1), Hlm 2 
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kasus tersebut, yang harus disusun secara logis dan sistematis saling 

berhubungan (Samenhang) dan isi mengisi, alasan yang cukup 

daripada pertimbangan hukum tersebut, dan semua bagian dari 

petitum penggugat harus diadili satu demi satu. 

Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara 

para pihak dan juga  hakim, yaitu para pihak harus mengemukakan 

peristiwanya atau faktanya, sedangkan hakim bertugas  mengenai 

penetapan, keputusan serta hukumnya.16Dalam pemutusan suatu perkara, 

para hakim berusaha melakukan hal tersebut dengan seadil-adilnya dan 

sesuai prosedur serta aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van 

Apeldoon, seorang hakim haruslah:17 

a. Menyesuaikan Undang-undang dengan Faktor-faktor yang konkrit, 

kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.  

b. Apabila diperlukan hakim haruslah menambah Undang-undang.  

3. Teori Pembuktian 

Pembuktian merupakan rangkaian yang membuktikan secara umum 

dengan tujuan yang sama yakni guna untuk memberikan kepastian 

tentang kebenaran dari suatu kejadian. Tindakan membuktikan dalam 

suatu persidangan memang digunakan pengertian pembuktian secara 

yuridis yaitu pembuktian di persidangan tidak dimungkinkan adanya 

 
16 Ahmaturrahman, 2020, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Indralaya, Universitas 

Sriwijaya, Hlm 107 
17 E. Utrecht Dan Moch Saleh Djindang, 19980, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 

Jakarta, Sinar Harapan, Hlm, 204.  
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pembuktian yang logis dan mutlak, oleh karenanya dalam pemeriksaan 

bukti-bukti dipersidangan dikenal dengan istilah hal-hal yang mendekati 

kebenaran. Akan tetapi sebenarnya jika dianalisa lebih dalam lagi dalam 

hal-hal tertentu dapat juga terjadi pembuktian di persidangan itu bersifat 

logis dan mutlak. 18 Karakteristik dalam pembuktian perdata adalah audi 

et alterem partem yaitu pihak yang mendalilkan harus membuktikan 

dalilnya tersebut. 19 

G. METODE PENELITIAN 

Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi 

ini, yakni sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian mengacu pada data, bahan tertulis yang berkaitan 

dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Oleh karena itu dalam 

melakukan penulisan karya ilmiah ini penyusun menggunakan jenis 

penelitian normatif yang didukung dengan data empiris berupa 

wawancara. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data 

pendukung atas data primer.20 

 

 
18 Syarifuddin Pettanase Dan Sri Sulastri, 2018,Hukum Acara Pidana, Palembang, 

Universitas Sriwijaya,  Hal. 185-189. 
19 Hendri Jayadi Pandiangan,2017“Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif 

Hukum Acara Pidana Dan Perdata”, Jurnal Hukum, Vol.3, No.2.Hlm.17. 
20 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985,  Metode Penelitian Normatif, Rajawali, 

Jakarta, Hlm, 15.  
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2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian  ini penulis  menggunakan beberapa pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini digunakan 

untuk mengulas  peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan 

penelitian yang hendak diteliti oleh penulis21. Selain itu, dalam penelitian 

ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (Case Approach) yang 

tujuannya untuk mempelajari norma yang diterapkan di dalam praktik 

hukum senyatanya.22 

3. Bahan Penelitian Hukum 

Di dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer 

dan sekunder  yang mencakup hal-hal sebagai berikut :  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer (primary resource), yaitu sumber hukum 

yang mengikat, meliputi hierarki peraturan perundang-undangan. 23 

Dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait 

mengenai perubahan nama diri yaitu ;  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

 
21 Mahmud Marzuki, 2017,  Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, Hlm. 137. 
22Ibid, Hlm.96. 
23 Rahman Amin, 2019,  Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, Hlm. 62. 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124;  

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang 

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 

Pencatatan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 184; 

5. Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 

30/Pdt.P/2021/PN.Lht ; 

6. Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 

57/Pdt.P/2021/PN.Lht 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder (secondary resource), yaitu sumber 

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

meliputi literatur, hasil penelitian ilmiah, dan buku referensi literatur 

serta rancangan Undang-undang.24 Dalam hal ini bekaitan dengan 

Perubahan nama diri.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan  hukum  tersier  ialah bahan hukum yang lebih 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks 

 
24Ibid  
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kumulatif, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian 

ini.25 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik Pengumpulan Bahan yang akan digunakan penulis pada 

penelitianini ialah Dokumenter dan metode studi kepustakaan dan 

dibantu dengan teknologi melalui media elektronik. Dokumenter 

merupakan suatu metode dengan menggunakan cara penulis 

mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisis. Sedangkan metode studi 

kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan seperti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil 

penelitian yang telah diselesaikan dengan cara melakukan kegiatan 

membaca, mencatat, mengutip serta melakukan penelusuran dengan 

teknologi seperti melalui internet yang kemudian hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dan disajikan di dalam skripsi26. 

Teknik pengumpulan bahan tambahan meliputi studi kepustakaan/studi 

dokumen, wawancara, daftar pertanyaan (kuesioner), dan pengamatan 

(observasi). 27. 

5. Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum penelitian ini dianalisis secara kualitatif, apabila 

metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau 

 
25 Soerjono Soekanto, 2018,  Penelitian Hukum Normatif, Depok, Rajawali Pers, Hlm 12. 
26  

MuktiFajarDanYuliantoAchmad,2010,DualismePenelitianHukumNormatif&Empiris,Yogyaka
rta, PustakaPelajar,Hlm160. 

27 Bambang Waluyo,2008,  Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 
Hlm. 18-19 
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pengamatan langsung dilapangan, maka data dianalisis berdasarkan 

metode kualitatif.28 Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana 

hukum itu diterapkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 

30/Pdt.P/2021/PN.Lht Dan Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 

57/Pdt.P/2021/PN.Lht. 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif sebagai teknik 

penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dengan menggunakan 

metode berpikir deduktif menggunakan penarikan suatu kesimpulan yang 

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus 

dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional)29 

 
28  Sulaiman Tripa, 2019, Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum, Aceh: Bandar 

Publishing, Hlm. 171. 
29 Beni Ahmad Soebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia, 

Hlm. 111. 
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